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BABI
PENDAHULUAN

Untuk mengetahui posisi dan kinerja keuangan suatu entitas, dapat dilihat dalam
laporan keuangannya untuk satu periode atau pada saat tertentu. Laporan keuangan
merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi keuangan suatu entitas
pada saat tertentu dan kinerja suatu entitas pada periode tertentu. Secara spesifik, tujuan
pelaporan keuangan Pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk
pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas
sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai
posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode. Pemerintah
Kota Palu sebagai satu entitas pelaporan, wajib menyusun dan menyajikan laporan
keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Laporan
Keuangan Kota Palu untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 terdiri atas
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab baik moral maupun teknis oleh
penyelenggara keuangan daerah yang telah mendapatkan amanat untuk melaksanakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan sebaik-baiknya.

Pelaporan keuangan Pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para
pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi,
sosial, maupun politik dengan:

. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya
keuangan;

2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk
membiayai seluruh pengeluaran;

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan
dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh
kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan
berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka
panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan,
apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan
selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi
mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan,
sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan
Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.
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1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Laporan Keuangan Kota Palu merupakan bentuk tanggung jawab baik moral maupun
teknis oleh penyelenggara keuangan daerah yang telah mendapatkan amanat untuk
melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan sebaik-baiknya.

Laporan keuangan yang disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat
bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Kota Palu atas sumber daya
yang dikelolanya, disamping menjadi dasar pengambilan keputusan bagi Pemerintah
Daerah seperti keputusan investasi, pembiayaan maupun optimalisasi pendapatan dari aset
produktif.

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

Pelaporan keuangan Kota Palu diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang mengatur keuangan daerah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur
keuangan negara;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tk.II
Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3555);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagai Undang-undang;

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
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10.

11.
12.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang
Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam
Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan perubahannya;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2021.

1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan Kota Palu Tahun 2022 disusun sebagai

berikut:
Babl  Pendahuluan, menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan

keuangan, landasan hukum dan sistematika penulisan laporan keuangan.

Bab Il  Ekonomi makro dan kebijakan keuangan yang menjelaskan tentang makro

ekonomi, serta kebijakan keuangan.

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, yang menjelaskan ikhtisar realisasi

pencapaian target kinerja keuangan.

Bab IV Kebijakan akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan daerah, basis

akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang
mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi
berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

BabV  Penjelasan pos-pos laporan keuangan, yang merinci dan menjelaskan masing-

masing pos laporan keuangan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan
Laporan Arus Kas.

Bab VI  Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

Bab VII Penutup
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BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Kinerja ekonomi makro, merupakan gambaran perubahan ekonomi di suatu daerah
yang dianggap mempengaruhi masyarakat, khususnya tentang perusahaan perekonomian
dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk
menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya
ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator
sosial ekonomi Pemerintah Kota Palu Tahun 2021 atau tahun sebelumnya, data makro
ekonomi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Palu, yaitu :

Tingkat Kemiskinan sebesar 6,63 %

Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,15 %.

Gini Ratio sebesar 0,355

Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,02 %

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,86 %

Tingkat Inflasi sebesar 2,14 %

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar
Rp. 17.092,79 (dalam juta rupiah)

©mo oo o

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Perhitungan penduduk miskin didasarkan pada garis kemiskinan. Garis kemiskinan
adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum
kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu
untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata
pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk
miskin suatu Prov./Kab./Kota pada periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak
cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat
kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat
perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari Pemerintah. Kedalaman kemiskinan
(P1) menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis
kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan (P2) adalah seberapa jauh jarak
pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata
kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah
kemiskinannya.
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Tabel 2.1
Persentase Penduduk Miskin Kota Palu
No Tingkat Kemiskinan Tahun Tahun Tahun Naik/turun
2020 2021 2022 (%)

1 | Kota (%) 6.80 7.17 6.63 | v 0.54
2 | Jumlah Penduduk Miskin (org) 26,89 28,6 26,75 | v 1.85
3 | Provinsi (%) 12,92 13 1233 | v 0,67
4 | Nasional (%) 10,27 10,46 9,54 | v 0,92
5 | Peringkat Kota terhadap Provinsi I 1 1 1

Sumber: BPS Kota Palu, 2022

Persentase penduduk miskin Kota Palu pada Tahun 2022 sebesar 6,63 % mengalami
penurunan dimana pada Tahun 2021 persentase penduduk miskin 7,17 %, hal tersebut
dikarenakan kestabilan perekonomian pasca adanya Wabah Covid-19 di Kota Palu, yang
menyebabkan angka kemiskinan di Kota Palu menurun pada tahun 2022 hingga angka 6,63
%. Persentase penduduk miskin Kota Palu masih di bawah provinsi dan nasional, maka
dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk
menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.2
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Palu
No Urian Tahun Tahun Tahun Naik/Turun
2020 2021 2022 (%)

1 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota 0,97 0,86 0,94 | A -0,08
Palu (P1)

2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan 2,33 2,43 2,41 v 0,02
Provinsi Sulteng (P1)

3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan 1,61 1,71 1,59 v 0,12
Indonesia (P1)

4. | Peringkat Kota terhadap Provinsi 1 1 1 1

Sumber: BPS Kota Palu, 2022

Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gab Indeks-P1), merupakan ukuran rata-rata
kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan,
semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis
kemiskinan, dibandingkan tingkat kedalaman kemiskinan secara nasional dan Provinsi
Sulawesi Tengah, indeks kedalaman kemiskinan Kota Palu termasuk rendah, yang berarti
pengeluaran penduduk Kota Palu tidak terlalu jauh dari garis kemisikinan Kota Palu di
Tahun 2022.
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Tabel 2.3
Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Palu

No Uraian Tahun Tahun Tahun Naik/Turun
2020 2021 2022 (%)

1 Tingkat Keparahan 0,22 0,20 025 A 0,05
Kemiskinan Kota Palu (P2)

2 Tingkat Keparahan 0,77 0,64 0,68 A 0,04
Kemiskinan Provinsi Sulawesi
Tengah (P2)

3 Tingkat Keparahan 0,38 0,42 039 v 0,03
Kemiskinan Nasional (P2)

4, Peringkat Kota terhadap 1 paling | 1 paling 1 paling 1 paling
Provinsi rendah rendah rendah rendah

Sumber: BPS Kota Palu, 2022

Indeks Keparahan Kemiskinan (poverty severity indeks-P2), memberikan
gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, semakin tinggi
nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Nilai
keparahan kemiskinan Kota Palu di Tahun 2020-2022, nilainya paling rendah dibanding
Propinsi Sulawesi Tengah dan nasional.

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (tingkat pengangguran terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran
terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak
punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan
mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan,
karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) mereka yang sudah punya
pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Palu, tingkat pengangguran

terbuka Kota Palu Tahun 2022 adalah sebesar 6,15 %, sebagaimana dijelaskan tabel di
bawah ini.

Tabel.2.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Palu tahun 2020-2022
A Tahun | Tahun Tahun Naik/Turun
No Uraian
2020 2021 2022 (%)

1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota 8.38 7.61 6,15 v 1,46

Palu (%)
2 Tingkat Pengangguran Provinsi 3,77 3,75 3,00 v 0,75

Sulawesi Tengah (%)
3 Tingkat Pengangguran Nasional (%) 7,07 6,49 580 v 0,63
4 Peringkat Kota terhadap Provinsi 1 1 1 1

Sumber: BPS Kota Palu, 2022
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Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Palu Tahun 2022 menurut data BPS
menunjukkan angka sebesar 6,15 %, sedangkan TPT pada Tahun 2021 adalah sebesar 7,61
% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2022. Namun dengan
demikian TPT Kota Palu Tahun 2021 masih lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi
Sulawesi Tengah dan nasional yang sebesar 3,00 % dan sebesar 5,86 %. Tingginya angka
penangguran terbuka di Kota Palu, dibanding provinsi dan nasional, dikarenakan pada
Tahun 2021 dan 2022 masih terimbas Covid-19, yang menyebabkan banyaknya sektor rill
terdampak langsung, yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan politik.

2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan alat analisis yang digunakan untuk
menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah
tertentu pada suatu periode tertentu secara menyeluruh. Ini didasarkan pada Kurva Lorenz,
yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai
pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase
kumulatif’ penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 interpretasinya
koefesien gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Apabila koefesien gini bernilai 0 berarti

pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna
dimana:
a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata

sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan
yang sama;

b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang,
dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Palu Tahun 2022, realisasi pencapaian
Gini Ratio Kota Palu Tahun 2022 adalah sebesar 0,355 poin, sebagaimana dijelaskan tabel
di bawah ini.
Tabel 2.5
Gini Ratio Sulawesi Tengah Wilayah Perkotaan tahun 2022

No Vinglat Tahun 2020 | Tahun2021 | Tahun2022 | Naik/turun
Kemiskinan

1 Tingkat Kota 0,304 0,308 0,355 A -0,047

2 Tingkat Provinsi 0,326 0,316 0,308 | Vv 0,008

3 Tingkat Nasional 0,381 0,384 0,384 0

Sumber: BPS Kota Palu, 2022

Pada Tahun 2022, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Palu yang
diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,355. Angka ini poinnya naik jika dibandingkan
dengan Gini Ratio Tahun 2021 yang sebesar 0,308 dan lebih tinggi jika dibandingkan
dengan Gini Ratio Provinsi, namun lebih rendah dibandingkan Gini Ratio nasional.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan
dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk

Catatan atas (Saporan  Yeuangan I



7. . 7y 0 ) 7
SLemerintah Sota Salee - laporan S euangan 2022

dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan
pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan
sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent
standart of living). Interpretasi IPM memberikan gambaran komprehesif mengenai tingkat
pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang
dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah,
menunjukan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Sesuai dengan UNDP
Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

a. Rendah (<60)

b. Sedang (60<IPM<70)

Tinggi (70 <IPM<80)

d. Sangat Tinggi ( >80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Palu tahun 2022, realisasi
pencapaian [PM Kota Palu Tahun 2022 adalah sebesar 82,02 poin, sehingga terkategori
sangat tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021

e

No IPM (Tingkat) Taun T k2022 | Nalkitarun
2020 2021

1 Kota 81,47 81,70 82,02 A 032

2 Provinsi 69,55 69,79 70,28 A 049

3 Indonesia/Nasional 71,94 72,29 72,91 0

4 Peringkat Kota terhadap Provinsi 1 1 1 1

Sumber: BPS Kota Palu, 2022

Realisasi pencapaian IPM Kota Palu Tahun 2022 adalah sebesar 82,02 poin, dibandingkan
Tahun 2021 sebesar 81,70 poin mengalami kenaikan sebesar 0,32 poin. Peningkatan IPM
tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (UHH), atau dan harapan
lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS), dan standar hidup, berkaitan dengan
PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 81,47 tahun pada Tahun 2020,
lebih lama 0,32 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.
Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 11,6 tahun dengan harapan lama sekolah 16,22
tahun. Sementara, standar hidup, PNB per kapita pertahun sebesar Rp15.205.000,00 atau
meningkat Rp131.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM di Kota Palu pada saat ini berada pada urutan 1 dari 13 Kab./Kota yang ada di Provinsi
Sulawesi Tengah dan nilai IPM Kota Palu, di atas pencapaian angka provinsi dan nasional.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk
mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi
suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam
menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas
perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan
output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya
dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat,
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sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan
PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Pertumbuhan ekonomi menunjukan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu
wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Manfaat dari pengukuran laju
pertumbuhan ekonomi adalah a). untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil
pembangunan daerah, b). sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan
Negara/daerah untuk perencanaan pembangunan nasional/daerah atau sektoral, dan c).
sebagai dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan.

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu tahun 2021

: Kota Palu Provinsi Nasional
o S Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2022 | Tahun 2022
1 PDRB (harga 16.202.288 15.462.91 16.385,58| 16.202.288 15.462,91| 10.722.442,70
konstan 2010) (Rp) | Juta Rupiah | Juta Rupiah | Juta Rupiah| Juta Rupiah| Juta Rupiah| Milyar Rupiah
2 Laju Pertumbuhan 5,79 -4.43 5,97 5.79 -4.86 -2.07

Ekonomi (%)

3 Peringkat Kota 10 10 10 10 10
terhadap Provinsi

Sumber: BPS Kota Palu, 2022

Selama kurun waktu dari Tahun 2021 s.d. Tahun 2022 perekonomian Kota Palu
mengalami penurunan sebesar 0,18% dari 5,97 % di Tahun 2021 menjadi sebesar 5,79 %
di Tahun 2022. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kota Palu menempati urutan 10
dari laju pertumbuhan Kota atau Kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
Persentase laju pertumbuhan ekonomi Kota Palu Tahun 2022, nilainya di bawah nasional
(-2,07 %), dan propinsi (-4,86).

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kota Palu dapat dilihat
melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang
mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup
masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian
namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta
distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan.
Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi empat kategori yang meliputi, (i) Inflasi Ringan
(creeping inflation) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong
rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi
Sedang (galloping inflation) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan.
Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (high inflation) kategori inflasi
ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini,
harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan, dan (iv)
Hiperinflasi (Hyper Inflation) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi
secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Manfaat dari pengukuran nilai inflasi, dapat digunakan untuk: a) indeksasi upah dan
tunjangan gaji pegawai (wage indexation); b) penyesuaian nilai kontrak (contractual
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payment), c¢) eskalasi nilai proyek (proyek escalation); d) penentuan target inflasi (inflation
fargeting); e) indeksasi anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (budget
indexation); f) sebagai pembagi PDB, PDRB (GDP deflator); g) sebagai proksi perubahan
biaya hidup (proxy of cost of living); dan h) indikator dini tingkat bunga, valas dan indeks
harga saham.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Palu, Tingkat Inflasi Kota Palu Tahun
2022 adalah sebesar 2,14 % dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di
bawah ini.

Tabel.2.8
Tingkat Inflasi Tahun Kalender Kota Palu Tahun 2022
No Uraian Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Naik/Turun
(%)

1 Tingkat Inflasi Kota 2.30 1.81 2,14 A -0,32
(%)

2 Tingkat Inflasi e 1.62 220 A -0,58
Provinsi (%)

3 Tingkat inflasi 2.72 1.68 1,87 A -0,19
Nasional (%)

Sumber: BPS Kota Palu, 2022

Tingkat inflasi di Kota Palu Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka
sebesar 2,14 %, hal tersebut menunjukan penurunan sebesar 0,32 % atau lebih rendah
dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2021 sebesar 1,81%. Inflasi Kota Palu
masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Tengah yang sebesar
2,20 %. dan sebesar 1,87 % untuk nasional.

Pada Bulan Januari 2022 inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender gabungan dua
kota di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 1,00 %, sedangkan inflasi tahun ke tahun dari
Januari 2021 hingga Januari 2022 sebesar 2,99 %. Dari dua kota IHK di Provinsi Sulawesi
Tengah, Kota Palu tercatat mengalami inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender sebesar
1,11 % dan inflasi tahun ke tahun sebesar 3,01 %. Sementara inflasi bulanan dan inflasi
tahun kalender Kota Luwuk sebesar 0,62 % dan inflasi tahun ke tahun sebesar 2,90 %.

Inflasi pada Bulan Januari 2022 dipengaruhi oleh naiknya indeks harga pada kelompok
makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,09 %, diikuti oleh kelompok perumahan, air,
listrik, dan bahan bakar rumah tangga (1,64 %), kelompok perawatan pribadi dan jasa
lainnya (1,12 %), kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga
(0,83 %), kelompok pakaian dan alas kaki (0,39 %), kelompok informasi, komunikasi, dan
Jasa keuangan (0,30 %), kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (0,24 %), dan kelompok
penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,18 %). Sementara penurunan indeks harga
hanya terjadi pada kelompok transportasi sebesar 0,33 %. Sedangkan kelompok pendidikan
dan kelompok kesehatan pada bulan ini relatif stabil.
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2.1.7 Struktur Perekonomian Kota Palu

Struktur perekonomian Kota Palu dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel
di bawah ini.

PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Tabel.2.9

(dalam miliar rupiah)

No Uraian Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
1 Pertanian, Kehutanan, dan 973.76 974,15 1.001.66 1.102,81
Perkebunan
2 | Pertambangan dan Penggalian 1.809,67 1.454,04 1.587,27 1.812,29
3 Industri Pengolahan 1.571.54 1.588.93 1.695,98 1.795,79
4 Pengadaan Listrik dan Gas 31.28 31,65 33.82 37,72
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 68.152.00 70.859.,89 77.286.67 82.40
Limbah dan Daur Ulang
6 | Konstruksi 4.631.14 4.679,05 5.045.06 5.169.76
T Perdagangan Besar dan Eceran; 2.485.64 2.374,67 2.732,33 3.193,09
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan 2.407,80 1.556,08 1.717,23 2.247.61
Penyediaan Akomodasi dan Makan 237,58 210,95 248,75 277,39
Minum
10 | Informasi dan Komunikasi 2.288.77 2.405,36 2.584,28 2.728.,53
11 | Jasa Keuangan dan Asuransi 1.299,04 1.390,91 1.552,98 1.664,18
12 | Real Estate 568.69 576,89 616.33 678.66
13 | Jasa Perusahaan 279,26 275,32 288.15 315,62
14 | Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3.447.84 3.563,72 3.796.79 4.014,43
15 | Jasa Pendidikan 1.929,05 1.909,81 1.978.53 2.052,20
16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 771,76 832,90 937.30 1.010,37
17 | Jasa lainnya 232,08 230,61 242,23 262,30
18 | Produk Domestik Regional Bruto 25,03 24.125.89 26.135,95 28.445,14
(PDRB) (dalam miliar)
19 | Produk Domestik Regional Bruto tanpa 16.202,29 15.462.91 16.385.58 17.092,79
Migas (dalam juta)
20 | PDRB Provinsi (dalam miliar) 127.935.06 134.152.69 149.848.82 172.578,03
21 | PDRB Nasional (dalam Trilyun) 10.949.155,40 | 10.722.999.30 | 11.120.077,90 11.710.397.80
22 | Peringkat Kota terhadap Provinsi 2 2 2 2
23 | Peringkat Provinsi terhadap Nasional 4 1 1 1
Sumber: BPS Kota Palu, 2022
2.2. Kebijakan Keuangan
Dalam penyusunan APBD Kota Palu, Penatausahaan, Pelaporan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun 2022 landasan hukumnya mengacu kepada
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.
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Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tersebut, maka
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2022 terdiri dari

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
1. Pendapatan meliputi:
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Pendapatan Trasfer; dan

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
2. Belanja meliputi :

a.
b.
&,
d.
3. Pembiayaan meliputi:
a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Belanja Operasi;
Belanja Modal;

Belanja Tak Terduga; dan

Belanja Transfer.

Selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto
untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Secara garis besar rencana target
dan realisasi dari struktur APBD Kota Palu Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Target dan Realisasi dari Struktur APBD Kota Palu Tahun Anggaran 2022

(Dalam Rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi
I Pendapatan 1.321.873.346.552,65 1.384.205.147.673,47
I Belanja 1.703.978.328.766,00 1.593.624.574.194,69
I Surplus/(Defisit) (382.104.982.213,35) (209.419.426.521,22)
v Penerimaan Pembiayaan 383.104.982.213,00 383.034.982.213,17
v Pengeluaran Pembiayaan 1.000.000.000,00 0,00
vi Pembiayaan Netto 382.104.982.213,00 383.034.982.213,17
Vi SILPA (0,35) 173.615.555.691,95

Sumber: LRA Unaudited

Kebijakan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut:

2.2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

d.

Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Peningkatan Pendapatan Daerah akan diupayakan dari sumber yang dapat
dipertanggungjawabkan secara terukur dan rasional dengan mempertimbangkan
kondisi perekonomian daerah. Perkembangan pendapatan khususnya Pendapatan
Asli Daerah hingga saat ini dihadapkan pada keterbatasan dalam pencapaian
target penerimaannya. Hal ini disebabkan karena sumber penerimaaan ini sangat
berkaitan erat dengan Subjek dan Objek Pajak, dimana di satu sisi terlihat bahwa
sumber penerimaan masih sangat rendah. Sebagai akibat rendahnya pelayanan
yang diberikan merupakan salah satu fakta penyebab terbatasnya dana atau tidak
tercapainya target yang telah ditetapkan. Meskipun disadari bahwa beberapa
objek Pendapatan Asli Daerah tersebut setiap tahun mengalami peningkatan,
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namun porsi kenaikannya dirasakan tidak signifikan untuk menutupi kebutuhan

belanja.

Kebijakan pada komponen Pendapatan Daerah dalam Perencanaan Pendapatan

Daerah Tahun 2022 diarahkan pada:

) Menyusun dan menetapkan Regulasi tentang Pajak/Retribusi Daerah yang
tidak bertentangan dengan peraturan perundangan serta tidak menghambat
iklim investasi.

2)  Menyederhanakan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak dan
Retribusi Daerah, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan demi
terciptanya efektivitas dan efisien.

3) Peningkatan pelayanan dalam rangka meningkatkan ketaatan Wajib Pajak
dan pembayar retribusi daerah.

4) Meningkatkan mutu, kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan
pelayanan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi melalui pelayanan prima
vang didukung sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang
memadai.

5) Meningkatkan koordinasi dengan instansi pengelola untuk mengevaluasi
dan mencari solusi untuk setiap permasalahan terkait pengelolaan
pendapatan.

6) Memutakhirkan data potensi.

7)  Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi
daerah; dan

8) Melakukan evaluasi secara periodik atas pengelolaan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD).

Selain kebijakan umum pendapatan seperti tersebut di atas, Pemerintah Kota Palu

Juga mengupayakan sumber pendanaan lainnya untuk melakukan percepatan

pencapaian tujuan pembangunan. Percepatan tersebut dengan melakukan upaya-

upaya pemasaran program kepada pihak-pihak lain seperti lembaga-lembaga
donor/funding, BUMN lewat Corporate Social Responsibility (CSR), dan
mengikuti program-program khusus yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Upaya yang ditempuh Pemerintah Kota untuk mencapai target pendapatan daerah

yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1)  Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

2) Meningkatkan koordinasi dengan instansi pengelola untuk mengevaluasi
dan mencari solusi untuk setiap permasalahan terkait pengelolaan
pendapatan.

3) Memutakhirkan data potensi.

4) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi
Daerah.

5) Melakukan evaluasi periodik atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD).

6) Meningkatan kinerja keuangan daerah yaitu dalam ketepatan atas rencana
alokasi pemanfaatan serta pertanggungjawaban, dalam waktu pelaksanaan
dan waktu penyampaian, untuk meningkatkan penerimaan pendapatan
daerah.
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Selain itu, melalui kebijakan Pajak Daerah - Retribusi Daerah (PDRD).
Pemerintah Kota Palu akan melakukan peningkatan pencapaian PAD dengan
langkah-langkah (i) Perluasan basis PDRD sesuai dengan potensi ekonomi dan
kewenangan daerah; (ii) Peningkatan diskresi penetapan tarif PDRD; dan (iii)
Peningkatan efektifitas pengawasan PDRD.

b. Target dan Realisasi
Dengan diterapkannya Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah tersebut target
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp1.321.873.346.552,65 dan
realisasi sebesar Rpl.384.205.147.673,47, sehingga terdapat kelebihan target
sebesar Rp62.331.801.120,82 atau 104,72%.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 terinci
sebagai berikut:

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang)
1.1. Pendapatan Asli Daerah 269.724.388.611,00 | 297.245.708.755,47 27.521.320.144,47
1.2. Pendapatan Transfer 1.001.407.557.941,65 |1.038.000.528.881,00 36.592.970.939,35
1.3. Lain-lain Pendapatan 50.741.400.000,00 48.958.910.037,00 (1.782.489.963,00)

yang Sah

Jumlah 1.321.873.346.552,65 |1.384.205.147.673,47 62.331.801.120,82

Sumber: LRA Unaudited
2.2.2. Pengelolaan Belanja
a. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Secara umum, Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran Kas Daerah yang
menjadi beban atau kewajiban daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah. Pengeluaran Belanja Daerah diarahkan untuk membiayai
berbagai pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan umum serta kegiatan
Pemerintah Daerah lainnya.

Dengan  mempertimbangkan ~ Kemampuan Keuangan Daerah, kebijakan
penganggaran belanja pembangunan memberi arahan dan menjadi pedoman bagi
setiap OPD dalam menyusun dan merencanakan anggaran program dan kegiatan
yang lebih realistis, terukur serta akuntabel, Belanja Daerah Kota Palu pada Tahun
Anggaran 2022 tetap diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak
kepada kepentingan publik, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan
pemerintahan. Dalam implementasinya, alokasi pemanfaatan Belanja Daerah harus
sesuai dengan prioritas baik nasional maupun daerah dan diharapkan dapat memberi
dukungan dalam proses optimalisasi program strategis pembangunan daerah.
Dengan tetap menganut pada prinsip efesiensi dan efektivitas serta dengan
memperhatikan azas kelayakan dan kepatutan, Anggaran Belanja Daerah yang
dituangkan ke dalam program dan kegiatan, menggambarkan Anggaran
Pembangunan Daerah dan ditujukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan
daerah.

Kebijakan Belanja Daerah mengalami beberapa penyesuaian terhadap munculnya
perubahan pada kebijakan pembangunan di lingkup Pemerintah Kota Palu terkait
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